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ABSTRAK 
        Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Direktori 
Mahkamah Agung Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps)” adalah hasil 
penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana 
pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak 
pidana pemalsuan pembukuan suatu rekening bank Putusan Nomor 
488/Pid.Sus/2019/PN.Dps, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam 
terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemalsuan pembukuan suatu 
rekening bank dalam Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari 
putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps 
sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-
undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan 
dengan tindak pidana pemalsuan pembukuan rekening bank yang 
kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir 
deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum 
hakim dalam Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps kurang sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan pidana penjara 
selam 4 (empat) tahun. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam hal 
memberatkan dan meringankan terdakwa juga pertimbangan mengenai 
unsur-unsur dari pasal yang dijatuhkan, Hakim memutus dua tahun lebih 
ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan Hakim 1 (satu) 
tahun lebih ringan dari ancaman pidana minimal dalam undang-undang 
perbankan yang mana batas pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 
Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana perbankan dapat 
ditinjau dari beberapa segi jarimah yaitu jarimah sariqah dan hirabah tetapi 
ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi maka penjatuhan hukuman dalam 
perbankan ini termasuk hukuman ta’zi<r. Hukuman yang diberikan Hakim 
kepada terdakwa yaitu hukuman penjara selama 4 (empat) tahun yang 
telah sesuai dengan hukum pidana Islam lantaran telah memenuhi unsur-
unsur jarimah ta’zi<r. Hukuman tersebut telah sesuai dengan jari<mah 
ta’zi<r karena tidak memenuhi unsur sari<qah yaitu mengambil secara 
sembunyi-sembunyi dan dikenakan hukuman didasarkan pasal 49 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai 
landasan ulil amri dalam memutus pidana perbankan. 

Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak 
hukum, terutama hakim hendaknya cermat dalam menjatuhkan Putusan, 
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guna terciptanya suatu Putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi 
pelaku kejahatan serta memperhatikan pula adanya asas legalitas, bahwa 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam 
ketentuan undang-undang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mampu 

mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga 

tersebut sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana 

dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak 

dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank 

melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem 

pembayaran bagi semua faktor perekonomian perbankan sebagai 

lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi.  

Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana 

(funding) dan menyalurkan dana (lending) disamping itu transaksi 

perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (services). 

1Baitul-mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada 

zamanya Rasulullah. Lembaga ini pertama kali berfungsi untuk 

menyimpan harta rampasan perang. Kemudian pada zamanya 

pemerintahan para sahabat nabi mulai adanya perkembangan dalam 

lembaga lain yang biasa disebut dengan Baitul tamwil, yang merupakan 

lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk 

diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan.

                                                           
1 Trisadini P. Usanti, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2016), 1. 
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Perbankan Islam mulai terwujud di Mesir pada tahun 1960 dan 

beroperasi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan unit 

desa di Indonesia) di sekitaran delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama 

Mit Gham Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya mampu 

beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, akan tetapi institusi 

tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan 

sisitem finansial dan ekonomi Islam.1 

Pendirian bank di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.2 Berbagai hal diatas pada 

dasarnya selaras dengan apa yang dikemukakan dalam pertimbangan 

Unang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: 

“Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang 
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; dalam menghadapi perkembangan 
perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif 
dan terintregrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta 
sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian 
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan; dalam 
memasuki era globasisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa 
perjanjian Internasional di bidang pedagangan barang dan jasa, 
diperlukan penyesuian terhadap peraturan perundang-undangan 
di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan.”3  

                                                           
1 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik  (Jakarta: Gema Insani, 2007), 
18. 
2 Kristian, Tindak Pidana Perbankan dalam proses Perdilan di Indonesia  (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2018), 5. 
3
 UU No 7 Tahun 1992 Perubahan No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 

 

 

 
Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank 

menjadi sangat penting, terlebih apabila diingat bahwa ambruknya suatu 

bank apabila suatu bank mengalami rush (penarikan uang secara besar-

besaran), maka rush tersebut akan mempunyai akibat rantai atau 

domino effect, yaitu dampak yang akan menular kepada bank-bank 

lainnya. Terjadinya efek domino tersebut tentunya berpotensi 

meruntuhkan sistem moneter.4 

Sekarang bagaimana sifat hukum perbankan di Indonesia 

merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya 

harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, 

Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan 

menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. 

Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank 

diperkenankan  membuat ketentuan internal  bank sendiri (self 

regulation) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang 

ditetapkan  Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri ini 

dimaksudkan sebagi standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam 

pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat 

                                                           
4 Ibid, 6. 
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melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung 

jawab.5 

Masalah-masalah hukum pada dunia perbankan seringkali terjadi 

di Indonesia. Hal mana pihak yang paling dirugikan adalah debitur, 

namun tidak tertutup kemungkinan bank sebagian kreditur turut 

mengalami kerugian dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu 

pemahaman mengenai dasar hukum dalam menjalankan tugas perlu 

dipahami oleh seluruh petugas Bank, terutama petugas yang melakukan 

penagihan hingga pengambilalihan objek jaminan debitur, yang lebih 

dikenal dengan debt collector. Tidak dapat kita pungkiri bahwa debt 

collector sering kali melakukan hal-hal di luar konteks hukum dan 

sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Tindakan debt 

collector demikian dapat ditanggapi debitur dengan melakukan 

perlawanan atas tindakan Bank.6 

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan 

perkembangan perekonomian dunia secara global, tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan jasa perbankan semakin meningkat. Sektor perbankan 

perkembangan pesat dan mempunyai peranan yang strategis. Perbankan 

sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, timbulnya ekses-

                                                           
5 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2003), 6. 
6 Febrijaya, Masalah Terkait Kredit Perbankan  (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 3. 
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ekses negatif berupa terjadinya suatu tindak pidana khusus yang 

dilakukan oleh oknum perbankan sendiri, nasabah atau pihak ketiga 

maupun kerja sama diantara keduanya mungkin saja terjadi.7 

Adapun yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan di 

bidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang 

sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 51 ayat (1) UU No. 10 tahun 

1998. Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah  “Tindak 

pidana sebagaimana dimaksud Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 

49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.” 

Berhubungan dengan itu, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa 

perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal 

tersebut dalam ayat ini telah ditentukan sebagai tindak pidana kejahatan, 

bahwa perbuatan-perbuatan dimaksud yang akan dikenakan ancaman 

pidana yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan hanya sekedar 

sebagai pelanggaran. Mengingat hal ini bank adalah lembaga yang 

menyimpan dana yang telah dipercayai oleh masyarakat kepadanya, 

sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan 

masyarakat terhadap bank, dan pada dasarnya juga akan merugikan 

bank maupun masyarakat, dan perlu selalu menjaga keamanan bank agar 

selalu dipercaya oleh masyarakat.8 

                                                           
7 Santoso Sembiring, Hukum Perbankan  (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), 7. 
8 Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 
2005), 164. 
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Contoh kasus mengenai tindak pidana perbankan terjadi dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, seperti dalam putusan 

nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Terdakwa yang bernama I Wayan 

Parwanta pada rentang bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan juli 

2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2017 bertempat Bank Perkreditan Rakyat Adiartha Udiana 

Jalan Raya Sempidi No.45X Kec. Mengwi, Kabupaten Badung atau 

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Aggota dewan komisaris, direksi 

atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak 

memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. 

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah 

atau jinayah. Secara etimologis jarima berasal dari kata jarama-

yajri<mu-jari<matan yang berarti “berbuat” dan “memotong” jari<mah 

adalah perbuatan yang dilarang syara’ yang diancam oleh Allah maka 

perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun jinayat 

diancam dengan ‘uqubah hudud, qisash, diyat dan ta’zi<r.9 

Apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, maka perbuatan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan laporan transaksi atau 

rekening suatu bank telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

                                                           
9
 Ibid., 2. 
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(jari<mah). Dalam tindak pidana ini dalam hukum Islam sendiri tidak 

disebutkan secara terperici tentang hukuman bagi pelaku tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan dalam laporan kegiatan 

usaha atau rekening suatu bank yang mengakibatkan kerugian yang 

dilakukan oleh karyawan bank. Maka secara tidak langsung hukuman 

bagi pelanggaran ini masuk kedalam kategori hukuman ta’zi<r. 

Ta’zi<r berasal dari kata ‘Azara-Ya’ziru yaitu menolak dan 

mencegah.10 Hukuman ta’zi<r adalah hukuman yang belum ditentukan 

bentuk dan kadarnya, hanya diserahkan kepada Hakim yang membuat 

keputusan berdasarkan pertimbangannya, Hakim tidak boleh dengan 

sewenang-wenangnya untuk memberikan hukuman tersebut dengan 

ketentuan maksimal dan minimal, tanpa memberi perhitungan yang 

wajar terhadap kesalahnya yang dilakukan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ta’zi<r yaitu sebuah 

sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang 

melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, 

dan di luar kategori jari<mah hudud atau kafarat.11 

Telah terjadi kasus tindak pidana perbankan di daerah Kabupaten 

Badung. Tindak pidana yang terjadi I Wayan Parwanta pada bulan 

Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 bertempat pada 

Bank Perkreditan Rakyat Adiartha Udiana Jalan Raya Sempidi Nomor 

                                                           
10

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248. 
11

 Nurul Irfan, Fiqih jinayah  (Jakarta: Amzah, 2013), 139. 
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45X Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar. 

Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja 

menghilangkan atau tidak memasukkan dan menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, bahwa 

terdakwa yang bertugas dibagian kredit atau account officer setelah 

menerima uang dari saksi untuk pembayaran kreditnya, uang tersebut 

tidak disetorkan ke Bank terhitung dari bulan Agustus 2015 sampai 

bulan Juli 2017 sebayak 33 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 

349.374.053. (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh 

puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga pihak Bank tidak 

memasukan atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan, 

dengan tidak disetorkanya uang tersebut seolah olah menjadi 

keterlambatan pembayaran kredit oleh saksi.  

Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji mengapa Hakim memutus 

dengan hukuman kurang dari batas minimal dari ketentuan dalam pasal 

49 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan apa saja yang 

mendasari Hakim dalam menentukan hukuman dalam perkara Putusan 

Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 
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Berdasarkan uraian di atas, Penulis memilih judul: Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps). 

  

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi 

berapa faktor masalah yang timbul sebagai berikut : 

a. Di Indonesia masih banyak kasus tidak dilakukannya 

pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, 

laporan transaksi atau rekening suatu bank. 

b. Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan pegawai bank 

terhadap uang nasabah.  

c. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps berdasarkan Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. 

d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 

Negri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang 

tindak pidana perbankan yang termasuk kedalam kategori 

hukuman ta’zi<r 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan bertujuan agar 

permasalah ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 

karya ilmiah dengan batasan: 

a. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana perbankan 

dalam putusan Pengadilan Negri Denpasar Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang 

tindak pidana perbankan. 

 

C. Rumusan Masalah  

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka 

penulis merumuskan beberapah masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan 

pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps 

tentang sanksi tindak pidana perbankan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan 

pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps 

tentang sanksi tindak pidana perbankan? 
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D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 

telah ada. Maka penulis melakukan pengkajian terhadap beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana 

perbankan. Diantaranya penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut 

: 

1. Skripsi yang ditulis Era Fitrianiy pada tahun 2019 Fakultas Hukum, 

Universitas Lampung dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 294 

/Pid.B/2012/PN.TK.)”. 

penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim 

dalam memberikan sanksi tidak pidana perbankan yaitu Hakim 

menilai bahwa penyimpangan berupa pengambilan uang simpanan 

nasabah dan kredit yang bermasalah tersebut telah diselesaikan 

dengan cara dikembalikan sehingga terdakwa dibebaskan dari segala 

dakwaan (vrijsprank) karena perbuatan tersebut etik perbankan 
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dalam hal prudentian banking, dalam Putusan Nomor : 

294/Pid.B/2012/PN.TK.12 

2. Skripsi yang ditulis Arsidin pada Tahun 2014 Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “ Tindak Pidana 

Pemalsuan “Pembobolan Dana” oleh Pegawai Bank (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks) 

Penelitian ini membahas mengenai terhadap tindak pidana 

pembobolan dana nasabah dapat diterapkan dua Undang-Undang 

yaitu nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

namun Undang-Undang Perbankan harus ditempatkan sebagai 

proritas jika merujuk pada asas Kekhususan yang sistematis, dalam 

Putusan Nomor : 407/Pid.B/2011/PN.Mks.13 

3. Skripsi yang ditulis Fatchur Rohman pada Tahun 2016 Fakultas 

Hukum Universitas Jember dengan judul “Putusan Pemidanaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kegiatan Menjalankan Usaha 

Bank (Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/2014/PN.TTN)” 

Penelitian ini membahas mengenai tentang pemidanaan terhadap 

pelaku tindak pidana perbankan bahwa Jaksa penuntut umum 

mendakwa Terdakwa secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu pasal 49 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan atau dakwaan kedua 

                                                           
12 Era Fitriany, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam 
Kredit Fiktif  (Lampug : Universitas Lampung 2019)  
13 Arsidin, Tindak Pidana Pemalsuan “Pembobolan Dana” Oleh Pegawai Bank  (Makassar, 
UIN Alauddin Makasar 2014), 156. 
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pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Dalam amarnya, 

Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Perbankan, dalam Putusan Nomor : 

89/Pid.Sus/2014/PN/.TTN.14 

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini Penulis ingin 

menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda 

dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus dari 

pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum 

Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana perbankan yang 

dilakukan oleh terdakwa sebagai karyawan PT. BPR Adirtha Undiana 

telah menghilangkan atau tidak memasukkan yang menyebabkan tidak 

dilakukanya pecatatan dalam pembukuan maupun dalam dokumen atau 

laporan kegiatan usaha suatu bank, hukuman pidana penjara yang 

dijatuhkan Hakim kepada terdakwa seharusnya tidak boleh mengurangi 

ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang 

tentang perbankan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah 

terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana 

perbankan yang mengakibatkan kerugian Bank, dalam Putusan Nomor: 

488/Pid.Sus/2019/PN Dps. Dalam putusan tersebut, penulis mengkaji 

tentang pertimbangan hukum Hakim yang lebih memilih menjatuhkan 
                                                           
14 Fatchur Rochman, Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kegiatan 
Menjalankan Usaha Bank  (Jember: Universitas Jember 2016), 128. 
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hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 

(empat) tahun yang mana hukuman tersebut mengurangi ketentuan 

dalam pasal yang dijatukahkan yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Perbankan. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan pengadilan 

Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang sanksi 

tindak pidana perbankan. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan 

pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/PN.Dps tentang 

sanksi tindak pidana perbankan. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat 

memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Untuk menjadikan suatu pedoman dan kemanfaatan secara 

khusus bagi pengembangan ilmu dan untuk meyusun penulisan 
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berikut terhadap putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang 

kasus tindak pidana tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan 

atau laporan kegiatan usaha, yang dilakukan oleh karyawan bank. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini untuk memberikan suatu masukan terhadap 

penegakan hukum di Indonesia untuk terciptanya keadilan dan 

kepastian hukum yang tertera sesuai dengan Undang-Undang, serta 

menjadikan hukum yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana 

perbankan. 

 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan masalah 

yang digunakan dalam pembahasan, maka dari itu penelitian akan 

menjelakan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Hukum Pidana Islam ketentuan hukum yang mengenai tindak 

pidana atau perbuatan yang dilarang atau tidak melaksanakan 

perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam, bahwa sumber 

nilai dan norma dalam Islam adalah Al-Qur’an, hadis.15 

2. Tindak Pidana Perbankan adalah sebuah kejahatan di bidang 

perbankan dan tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap 

undang-undang perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak 

pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana-

                                                           
15 Mardani, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Prenada Media Group 2019), 3. 
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tindak pidana lainya sepanjang berkaitan dengan lembaga 

perbankan.16 

3. Putusan pengadilan Nomor: 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps adalah 

putusan tentang pelaku tindak pidana perbankan. Dengancara 

menghilangkan atau tidak memasukan yang menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan suatu laporan kegiatan 

usaha atau laporan transaksi rekening suatu bank.  

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan Peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan 

standar atau ukuran yang telah ditentukan.17 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang 

didukung oleh pustaka (library research), yaitu penelitian yang 

menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal 

dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian 

dan data dari Studi Putusan. 

2. Data yang dikumpulkan 

Berdasarkan masalah diatas yang telah dirumuskan, maka 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

                                                           
16 Ibid., 28. 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina Aksara, 
2002), 127. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 

 

 

a. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam 

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Dps yang berkaitan 

dengan tindak pidana perbankan. 

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 

3. Sumber data 

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a. Sumber data primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh Peneliti untuk 

maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang 

ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh Peneliti langsung dari 

sumber pertama.18 Sumber primer dalam penelitian ini adalah 

data dari Direktori 

1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. 

b. Sumber data sekunder 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 
137. 
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Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk 

maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi, data ini 

dapat ditemukan dengan cepat.19 Berikut adalah uraian sumber 

data sekunder: 

1) Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di 

Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 

2) Santoso Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: CV. 

Mandar Maju, 2000. 

3) Rimdan, Kekuasaan KeHakiman Pasca-Amanemen 

Konstitusi, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012. 

4) Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan 

Pidana (Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana 

Dengan Ancaman Minimum Khusus), Yogyakarta: Arti Bumi 

Intara, 2019. 

5) M Nurul Irfan dan Musyarofah, Fiqh Jinaya, Jakarta: Amzah, 

2013. 

6) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005. 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari 

dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar. 

a. Dokumentasi 

                                                           
19 Ibid., 139. 
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Yaitu teknik mencari data dari direktori putusan dengan 

cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim dalam 

menerapkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana perbankan. 

b. Kepustakaan 

Teknik mencari data dengan menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang 

diteliti dengan buku-buku atau literatur terkait dengan 

penelitian yang akan dibahas. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data teori menurut hukum Islam tentang peraturan 

mengenai tindak pidana perbankan. Data yang dihimpun yakni 

buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana perbankan 

dan hukum Islamnya. 

 

5. Teknik pengolahan data 

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan 

tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai 

berikut: 
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali atau meneliti data yang 

terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak.20 

Dalam hal ini Penulis akan memeriksa kembali kelengkapan 

Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps, kejelasan makna 

tentang sanksi tindak pidana perbankan, sesuai data-data dari 

kepustakaan. 

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis data yang 

berkaitan dengan Putusan Pengadilan Nomor 488 

/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 

c. Analizing, yaitu menganalisis data dengan pandangan hukum 

pidana Islam terkait Putusan Pengadilan Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang sanksi tindak pidana 

perbankan. 

6. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses 

penelitian kualitatif data sehingga hipotesis dapat dikembangkan 

dan dievaluasi. Penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis, 

yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya lalu melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.21 

                                                           
20 Ibid., 165. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2009), 29. 
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Teknis analisa data skripsi ini menggunakan teknik analisa 

deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknis analisa 

dengan cara menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data 

tentang pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan 

Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Kemudian dianalisa 

menggunakan teori hukum Islam dalam hal ini teori ta’zi<r. 

 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematis pembahasan dalam skripsi ini diklompokkan menjadi 

lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai 

hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. 

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur maka sistematika 

pembahasanya adalah sebagai berikut: 

Bab yang pertama tentang pendahuluan yang menguraikan 

mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan 

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua menguraikan tentang Tindak Pidana Perbankan 

dalam Hukum Positif, Perbankan dalan Islam, Tindak Pidana dalam 

Hukum Islam, serta menjelaskan konsep Jarimah Sariqah dan Jarimah 

Hirabah terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam kasus tidak 
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dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh karyawan bank. 

Bab ketiga tentang penyajian data dari putusan Pengadilan 

Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Bab ini akan 

memaparkan deskripsi kasus pelaku tindak pidana perbankan dalam 

kasus tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan 

kegiatan usaha oleh karyawan bank dan dasar putusan Hakim yang 

digunakan dalam putusan tersebut. 

Bab keempat menganalisis mengenai pelaku tindak pidana 

Perbankan dalam kasus tidak dilakukanya pencatatan dalam 

pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau 

rekening suatu bank menurut hukum Islam dan pertimbangan hukum 

Hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukum bagi pelaku 

tindak pidana perbankan, dalam kasus tidak dilakukanya pencatatan 

dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau 

rekening suatu bank putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup 

dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk 

memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya menegenai apa dan 

bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan 

saran untuk Pengadilan Negeri Denpasar dan lembaga penegak hukum 

terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.  
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BAB II 
TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM 

ISLAM 
 

A. Tindak Pidana Perbankan Dalam Hukum Positif 

Tindak pidana perbankan adalah tindak kejahatan yang dilakukan 

dalam sektor bank yang digolongkan dalam peraturan perundang-

undangan admnistrasi yang memuat sanksi-sanksi yaitu tindak pidana 

yang berkaitan dengan perizinan, berkaitan dengan rahasia bank, tindak 

pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, tindak 

pidana yang berkaitan usaha bank.22 

Istilah tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh sesorang di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu 

tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya 

sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. 

Kejahatan di bidang perbankan salah satu bentuk dari kejahatan 

yang sering dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara 

merugikan nasabah atau bank yang menggunakan dokumen atau jaminan 

palsu dan penyalahgunaan seperti menghilangkan, menghapuskan tidak 

membukukannya yang seharusnya dipenuhi. Dalam hukum positif, bahwa 

tindak pidana perbankan ini termasuk dalam kategori pidana khusus 

karena terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Dalam 

ketentuan tentang tindak pidana perbankan dalam:  

                                                           
22 Maikel Pieter Bukara, “Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia Menurut 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex Crimen Vol. V No. 7 (September, 2016). 153.  
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1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Pasal 49 ayat (1) huruf b  

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”23  
 

Pasal 49 ayat (1) huruf c  

“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan 
sengaja mengubah, menghamburkan, menyembunyikan, 
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank, atau dengan sengaja mengubah, mengamburkan, 
menghilangkan, menyembuyikan atau merusak catatan pembukuan 
tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda 
sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000.00 (dua ratus 
miliar rupiah)”24 

 

B. Perbankan Dalam Islam 

Dalam ushul fiqh terdapat kaidah yang berbunyi “ الواجب الا  تمیمالا

 yakni sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali “ بھ فھو واجب

dengan sarana ini, maka sarana ini menjadi wajib. Pada zaman 

modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa 

adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan dalam hal ini 

wajib diadakan. 

                                                           
23

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan. 
24 Ibid.,  
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Disamping itu, masalah perbankan merupakan bagian dalam 

bab muamalah, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan secara rinci 

aturan-aturan terkait masalah ini. Akan tetapi Nabi pernah 

menyatakan “ اكمیأنتم أعلم بأموردن  “ (kalian lebih mengetahui urusan dunia 

kalian). Al-Qur’an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan 

filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus dijauhi. 

Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi 

hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan 

dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak 

mungkin.25 

Umat Islam dapat meraih kesuksesan dalam hidup di dunia dan 

juga selamat di akhirat, jika manusia itu mampu mengelola berbagai 

aspek dalam kehidupan yang telah diatur dan dibimbing Allah Swt. 

Akal adalah anugerah Allah untuk berfikir yang menjadikan manusia 

bisa bereaksi dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dalam 

kehidupan manusia harus dapat mengelolah sistem perekonomian 

kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai 

syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman 

Rasulullah saw. Seperti praktek-praktek menerima titipan harta, 

                                                           
25 Ahlan Nur, Perbankan dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadist, Jurnal Ilmiah Pendidikan 
dan Pembelajaran, Volume 4 Nomor 2, 2017, 91. 
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meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan 

bisnis.26 

Bahwa dengan hal ini tidak ada yang diragukan Nabi 

Muhammad adalah sebagai pemikir dan aktivis pertama ekonomi 

syariah. Sejarah Islam dapat kita pahami bahwa Nabi Muhammad 

SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul telah mempraktekkan 

transaksi jual beli perikatan atau kontrak serta dilaksanakan oleh para 

sahabat nabi seperti Zubair bin al Awwam, Ibn Abbas dan Abdullah 

bin Zubair mereka biasa menerima pinjaman dan kemudian 

mengembalikan pinjaman tersebut, melakukan pengiriman uang ke 

Kufah dan Irak dan sahabat nabi Umar bin Khattab pernah 

menggunakan alat tukar seperti cek untuk membayar tunjangan 

kepada mereka yang berhak dengan alat tukar dan kemudian mereka 

mengambil gandum di baitulmal yang ketika diimpor dari Mesir asas-

asas tersebut dipraktikkan dan berkembang di tahun permulaan Islam 

Timbul.27  

Dasar hukum mengenai perbankan dalam hukum Islam sendiri 

telah diatur dalam Al-Qur’an, yakni di Q.S. Al-Baqarah ayat 245 yang 

membahas tentang pinjam-meminjam, begitu pula terkait kasus dalam 

                                                           
26 Abdul Muhith, Sejarah Perbankan Syariah, Attanwir Volume 1 Nomor 2, September 2012, 
72. 
27 Sutan Remi Sjahdaini, Menyongsong RUU Perbankan Syariah: Perbankan Syariah Suatu 
Alternatif Kebutuhan Pembiayakan Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-
September 2002, 8. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 

 

 

pembahasan penelitian ini yang sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa 

ayat 29. Berikut bunyi kedua ayat tersebut: 

عِفَهر هَرقَ رْضًارحَسَنًارفَ يُضّٰ رةَرًراَضْعَافاًرلَهمَنْرذَارالَّذِيْريُ قْرِضُراللّّٰ هرُۗ  ركَثِي ْ ريَ قْبِضرُروَاللّّٰ
طرُۗ  وَيَ بْص تُ رْجَعُوْنرَروَالِيَْهرِرۗ  ُُ  

Artinya: Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang 
baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan 
banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-
Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah : 245)28 
 

 

رأَنْرتَكُونَرتَِِارةًَرعَنْرتَ راَض ر نَكُمْرباِلْبَاطِلِرإِلاَّ رياَرأيَ ُّهَارالَّذِينَرآمَنُوارلَارتأَْكُلُوارأمَْوَالَكُمْربَ ي ْ
إِنَّراللَّهَركَانَربِكُمْررَحِيمًارۗ  رتَ قُُْ لُوارأنَْ فُسَكُمْروَلَاررۗ  مِنْكُمْر  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. 
An-Nisa ayat 29)29 

 

C. Tindak Pidana Perbankan Dalam Hukum Islam 

Dalam hukum Islam syari’at Allah yang mengandung 

kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Segala 

ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal 

yang dilakuakan terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi jika sebuah 

perbuatan itu dapat di sebut sebagai tindak pidana. Unsur pertama, 

adanya nash Al-Qur’an yang mengatur serta ancaman hukuman untuk 

pelakunya. Unsur kedua, adanya berbentuk jari<mah, dalam hal ini 

                                                           
28 “Al-Quran dan terjemahnya.” 
29 Diakses dari https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29, pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 
16.50. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29
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ialah tindak pidana perbankan. Unsur yang ketiga pelaku merupakan 

orang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai 

pertanggung jawaban atas perbuatan atas perbuatan yang dilakukan. 

Jadi perbuatan tindak pidana perbankan dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana (jinayah) karena terdapat tiga unsur tindak pidana di 

atas.30 

Mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana perbankan 

dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat 

ketentuan hadnya. Sehingga tindak pidana perbankan termasuk ke 

dalam kategori jari<mah ta’zi<r. Karena perbuatan tindak pidana 

perbankan tersebut dilarang oleh syara’ akan tetapi tindakan tersebut 

tidak ada didalam Al-Qur’an dan Hadis. Ketentuan dan penerapan 

sanksi bagi pelaku tindak pidana perbankan diserahkan secara penuh 

kepada ulil amri (penguasa). Adapun yang dimaksud pengertian 

jari<mah ta’zi<r, tujuan ta’zi<r, macam-macam jari<mah ta’zi<r, dan 

macam-macam sanksi jari<mah ta’zi<r yaitu dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengertian Jari<mah Ta’zi<r 

Jari<mah ta’zi<r adalah jari<mah yang diancam dengan 

hukuman ta’zi<r. Pengertian ta’zi<r berasal dari kata “Azara-

Ya’ziru”  yang secara etimologis berarti   مَنعََ وَرَد yaitu menolak dan 

mencegah. Sedangkan secara terminologi di katakan bahwa 

                                                           
30 Ahmad Hanafi, M.A. Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: TP, 1990), 8. 
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hukuman ta’zi<r adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh 

syara’, dan menjadi kekuasaan ulil amri baik penetapan maupun 

pelaksanaanya.31 

Ta’zi<r adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang 

tidak diatur dalam hukum had. Semua yang belum ditetapakan 

kadar sanksinya oleh syar’i, maka sanksinya diserahkan kepada 

penguasa atau hakim baik penentuan maupun pelaksanaanya, 

dalam penentuan hukuman tersebut penguasa hanya menentukan 

hukumanya secara garis besar saja dalam menentukan atau 

menetapkan jenis sanksi hukuman dari yang seringan-ringanya 

hingga yang seberat-beratnya yang menentukan perbuatan-

perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jari<mah 

ta’zi<r.32 

Dengan demikian penjatuhan sanksi ta’zi<r harus 

disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan 

bisa memberi efek jerah, dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu 

dan perkembangan yang ada, sehingga penjatuhan sanksi ta’zi<r 

bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan 

peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia.33 

                                                           
31 M. Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 
32 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004), 19. 
33 Wahbah az-Zuhali,  fiqih Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari  al-Fiqih al-Islami 
wa-Dilalatuhu), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 258. 
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Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwah hukuman 

ta’zi<r adalah penjatuhan hukuman yang diserahkan sepenuhnya 

dan ditetapkan kepada hakim yang harus sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan 

dengan nas dan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. 

2. Tujuan Sanksi Jari<mah Ta’zi<r  

Esensi dari diberlakukanya hukuman bagi jari<mah ta’zi<r 

adalah preventif, represif serta kuratif dan edukatif. 

Maksud dari fungsi preventif (pencegahan) adalah sanksi 

ta’zi<r  harus mencontohkan hal-hal positif terhadap 

lingkunganya, sehingga orang-orang lain tidak melakukan 

jari<mah yang sama dengan perbuatan yang di lakukan oleh 

pelaku.34 

Maksud dari fungsi represif (membuat pelaku jera) adalah 

sanksi ta’zi<r harus memberikan dampak positif bagi si pelaku, 

sehingga terhukum tidak mengulangi perbutan jari<mah lagi. 

Maksud dari fungsi kuratif (islah) adalah sanksi ta’zi<r yang 

harus mampu merubah perbaikan sikap dan prilaku terhukum di 

kemudian hari. 

Maksud dari fungsi edukatif (pendidikan) adalah sanksi 

ta’zi<r harus dapat mengubah pola hidup si pelaku kearah yang 

lebih baik, sehingga dapat menjauhi perbuatan maksiat. Karena 
                                                           
34 Djazuli, fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)  (Jakarta: TP, 1997), 
186. 
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hal ini sangat penting dalam hal pendidikan agama sebagai 

memperkokoh keimanan dan ketakwaan seseorang. 

3. Unsur-Unsur Jari<mah Ta’zi<r  

Suatu perbuatan dianggap jari<mah apabila unsur-

unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, 

yaitu unsur umum dan unsur khusus.35  Berikut penjelasannya :  

a. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak 

pidana berlaku pada semua jari<mah. Unsur-unsur umum 

pada jari<mah yaitu: 

1) Unsur Formal atau Rukun Syar’i 

 Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan 

sebagai jari<mah. Jari<mah tidak akan terjadi sebelum 

dinyatakan dalam nash. Khusus untuk jari<mah ta’zi<r, 

harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh 

penguasa.36 

2) Unsur Material Rukun Maddi 

Unsur material adalah adanya perilaku yang 

membentuk jari<mah, yaitu adanya perbuatan melawan 

hukum yang benar-benar telah dilakukan. Contohnya 

                                                           
35 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah  (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004), 27.   
36 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) : Dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84. 
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dalam jari<mah khamr unsur materialnya yaitu meminum 

sesuatu yang memabukkan.37 

3) Unsur Moral Rukun Adaby 

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat 

jari<mah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana 

yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, sehat akal, 

dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). Ketentuan dan 

kriteria dalam hukuman ta’zi<r yaitu setiap orang yang 

melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain 

tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan 

ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah 

seorang mukmin maupun kafir.38 

b. Unsur khusus adalah unsur yang hanya berlaku untuk masing-

masing jari<mah dan berbeda antara jari<mah yang satu 

dengan yang lain.39 

4. Pembagian Jari<mah Ta’zi<r 

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jari<mah 

ta’zi<r. Berikut penjelasannya:  

a. Jari<mah ta’zi<r yang menyinggung hak Allah  

                                                           
37 Ibid., 85.   
38 Wahbah az-Zuhali,  fiqih Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari  al-Fiqih al-Islami 
wa-Dilalatuhu)  (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.   
39 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah  (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004), 27. 
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Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat 

kerusakan di muka bumi, penimbun bahan-bahan pokok, dan 

penyelundupan.40 Jari<mah ta’zi<r yang berkaitan dengan hak 

Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan ulil amri 

untuk memberi pemaafan bila perkara itu membawa 

kemaslahatan. Ketika jari<mah ta’zi<r berkaitan dengan hak 

Allah terjadi, semua orang wajib mencegahnya yang kemudian 

ulil amri yang mempunyai hak untuk menghukum. Jari<mah 

ta’zi<r ini tidak dapat diwariskan hukumannya. 

 

 

b. Jari<mah ta’zi<r yang menyinggung hak individu 

Yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 

kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, 

pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan 

pemukulan.41 Jari<mah ta’zi<r yang berkaitan dengan hak 

perorangan harus ada gugatan dan ulil amri tidak dapat 

memaafkannya.42 

5. Macam-Macam Jari<mah Ta’zi<r 

                                                           
40 Wahbah az-Zuhali,  fiqih Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari  al-Fiqih al-Islami 
wa-Dilalatuhu)  (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532. 
41 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Amzah, 2016),  94. 
42 A. Dzajuli, Fiqh Jinayah  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 166.   
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Berdasarkan dari segi sifatnya, Abdul Qadir Audah 

membagi hukuman ta’zi<r menjadi tiga macam yaitu: 

a. Jari<mah ta’zi<r atas perbuatan maksiat. Seperti pencurian 

harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian 

yang bukan harta benda. 

b. Jari<mah ta’zi<r dalam rangka mewujudkan kemaslahatan 

umum. 

c. Jari<mah ta’zi<r atas perbuatan-perbuatan pelanggaran yang 

mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum. 

Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, 

lalu lintas dan peraturan lainnya.43 

6. Macam – Macam Sanksi Jari<mah ta’zi<r 

Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa hukuman 

ta’zi<r adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’. 

Sehingga dalam hal ini ulil amri atau hakim diberi kewenangan 

penuh untuk merumuskan aturan-aturannya, dan menetapkan 

sanksi jika tejadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. 

Adapun macam-macam sanksi jari<mah ta’zi<r diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan badan 

                                                           
43 Muslich dan H. Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 41. 
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Dalam sanksi ta’zi<r yang berkaitan dengan badan ini 

contohnya seperti hukuman mati dan jilid (dera), yang 

penjelasannya: 

1) Hukuman Mati 

Dalam uraian ini dijelaskan bahwa perbuatan 

jari<mah yang bisa dijatuhkan dengan hukuman mati 

sebagai ta’zi<r, menurut Hanafiyah membolehkan kepada 

ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zi<r 

apabila jari<mah tersebut dilakukan berulang-ulang.44 

Seperti pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi 

beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun 

setelah itu ia masuk Islam. Jadi, hukuman mati dapat 

sebagai ta’zi<r apabila hukuman untuk si terhukum tidak 

memberi dampak apa-apa baginya dan harus 

dipertimbangkan betul dampaknya untuk kemaslahatan 

umat.45 

2) Hukuman Jilid (dera) 

Di dalam hukuman jilid sebagai ta’zi<r ini, 

menurut Hanafiyah harus dicambukkan lebih keras 

daripada jilid dalam had agar orang yang terhukum 

menjadi jera dan disamping itu karena jumlahnya lebih 

                                                           
44 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258. 
45 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Amzah, 2016), 149.  
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sedikit daripada dalam had.46 Maka semakin keras 

cambukkan itu semakin membuat jera pelakunya. Pukulan 

atau cambukkan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan 

kepala. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh 

mencambuk bagian dada dan perut. 

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa 

hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan 

membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum. 

Oleh karena itu, sasaran jilid dalam ta’zi<r adalah bagian 

punggung. 

b. Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan kemerdekaan 

seseorang 

Dalam sanksi ta’zi<r yang berkaitan dengan 

kemerdekaan meliputi: 

1) Hukuman Penjara 

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang 

dimaksud dengan Al-Hasbu menurut syara’ bukanlah 

menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan 

menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak 

melakukan perbuatan hukum, baik ditahan di dalam 

rumah, masjid, maupun di tempat lainnya.47 Alasan yang 

membolehkan hukuman penjara sebagai ta’zi<r adalah 
                                                           
46 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260. 
47 Ibid., 261. 
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tindakan Nabi saw. yang pernah memenjarakan beberapa 

orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. 

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi 

kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi 

waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi 

waktunya. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya 

adalah hukuman penjara yang dibatasi lama waktunya.48 

Sedangkan hukuman penjara yang tidak terbatas ini adalah 

hukuman yang berlangsung terus sampai orang yang 

terhukum mati, atau sampai ia bertaubat.49 

2) Hukuman Pengasingan 

Hukuman pengasingan sebenarnya merupakan 

hukuman had, tetapi dalam praktiknya hukuman tersebut 

juga bisa sebagai hukuman ta’zi<r. Di antara jari<mah 

ta’zi<r yang dikenakan hukuman pengasingan adalah 

orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah 

dilakukan oleh Nabi saw dengan mengasingkannya ke luar 

dari Madinah.50 

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku 

jari<mah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang 

                                                           
48 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 153. 
49 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 263. 
50 Ibid., 156. 
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lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk 

menghindarkan pengaruh tersebut. 

c. Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan harta 

Jari<mah ta’zi<r yang berkaitan dengan harta ialah 

jari<mah pencurian dan perampokan, apabila kedua jari<mah 

tersebut syaratnya telah terpenuhi akan dikenakan hukuman 

had. Akan tetapi jika tidak terpenuhi maka akan dijatuhkan 

hukuman ta’zi<r.51 Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan 

harta bukan merupakan mengambil harta terhukum untuk kas 

negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu.  

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta’zi<r yang 

berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian dengan 

memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta yaitu:52 

1) Menghancurkannya (Al-Itlaf) 

Menghancurkan barang sebagai hukuman ta’zi<r 

berlaku untuk berbagai barang yang mengandung 

kemungkaran, misalnya penghancuran patung milik orang 

Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang 

mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat 

minum khamr, dan Khalifah Umar yang pernah 

menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk 

menipu pembeli. 
                                                           
51 Ibid., 257. 
52 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Amzah, 2016), 158-159. 
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2) Mengubahnya (Al-Ghayir) 

Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan harta ini, 

merupakan hukuman yang berupa mengubah harta pelaku. 

Misalnya, mengubah patung yang disembah oleh orang 

muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga 

mirip pohon atau vas bunga. 

3) Memilikinya (Al-Tamlik) 

Hukuman ta’zi<r yang berupa pemilikan harta 

pelaku ini antara lain berdasarkan keputusan Rasulullah 

yang melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri 

buah-buahan dan contoh lain ialah keputusan Khalifah 

Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang 

menggelapkan barang temuan. 

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 

kemaslahatan umum 

Diantara sanksi-sanksi ta’zi<r yang dikemukakan di 

atas, terdapat sanksi ta’zi<r yang lainnya, yaitu:53 

1) Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang 

Sanksi peringatan keras dapat dilakukan di rumah 

atau dipanggil ke sidang pengadilan dengan mengutus 

petugas dari pengadilan untuk menyampaikan peringatan 

atau teguran kepada pelaku. 

                                                           
53 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 268. 
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Dengan pemanggilan pelaku ke depan sidang 

pengadilan dengan tambahan peringatan keras yang 

disampaikan secara langsung oleh hakim dengan begitu 

sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar 

menghadapi meja hijau. Dengan pemilihan apakah bentuk 

peringatan pertama atau bentuk peringatan kedua yang 

akan diberikan kepada pelaku atas pertimbangan hakim 

didasarkan dengan ada atau tidak adanya maslahat. 

2) Dicela 

Para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa 

diucapkan di dalam persidangan maupun di luar 

persidangan, akan tetapi lebih tepat apabila dilakukan di 

dalam persidangan. Sanksi ini dijatuhkan terhadap orang-

orang yang melakukan hal dengan kurang mampu 

mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya 

melakukan kejahatan namun hanya tergelincir saja dan 

tidak sering terjadi. 

3) Pengucilan 

Hukuman pengucilan adalah melarang pelaku 

berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan 

begitu sebaliknya. Hukuman ini berlaku apabila membawa 

kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi 

masyarakat tertentu. 
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4) Nasihat 

Menurut Ibn Abidin, nasihat yang dimaksud adalah 

mengingatkan pelaku apabila lupa dan mengajarinya 

apabila tidak mengerti dan bukan karena kebiasaan 

melainkan karena kelalaian. Hukuman ini, seperti halnya 

dengan hukuman peringatan bahwa hakim berkeyakinan 

atas hukuman yang diberikan cukup sebagai pelajaran bagi 

pelaku dan sesuai dengan perbuatannya. 

5) Pemecatan dari jabatan 

Pengertian pemecatan (al-‘azl) ialah melarang 

seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari 

tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat 

pemberhentian dari pekerjaannya. Hukuman ini 

diterapkan kepada setiap pegawai yang melakukan 

jari<mah, baik hal tersebut berhubungan dengan 

pekerjaannya maupun dengan hal lainnya yang 

menghianati tugas yang dibebankan kepadanya. 

Hukuman pemecatan diterapkan dalam segala 

macam kasus tindak pidana,   baik sebagai hukuman pokok, 

hukuman tambahan maupun hukuman pelengkap. 

6) Diumumkan kejahatannya (At-Tasyhir) 

Menurut fuqaha sanksi ta’zi<r yang berupa 

pengumuman kejahatan itu dimaksudkan bahwa agar 
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orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar tidak 

terjadi perbuatan yang serupa itu dilakukan oleh orang 

lainnya. Jadi hukuman ini diharapkan memiliki daya 

represif dan preventif. Penerapan sanksi ini tidak 

dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan 

kejelekan seseorang atau pelaku melainkan sebagai  

pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya kembali 

dan tidak pula melakukan perbuatan kejahatan yang 

baru.54 

 

D. Pencurian (Al- Sari<qah) 

Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara 

diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan 

mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa 

sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil 

barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.55 

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila suatu 

perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana pencurian (al- 

Sari<qah) berikut ada empat unsur yang harus dipenuhi: 

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi 

                                                           
54 Ibid., 269. 
55 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan 
Agenda  (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28. 
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Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik 

(korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang 

tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-

barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari 

ketika ia (pemilik) sedang tidur. 

Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi, 

sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika 

tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.56 

2. Barang yang diambil berupa harta 

Berupa (bernilai) adalah barang tersebut berharga bagi 

pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya. Barang yang 

dicuri harus memenuhi empat syarat, yaitu:57 

a. Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin  

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara’. 

Menurut, Syafi’i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud 

dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara’, 

yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara’ seperti 

khamar,  

babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-

benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada 

harganya. 

                                                           
56 Tim Tsalisah, Ensklipodi Hukum Pidana Islam (Bogor : PT Kharisma Ilmu, TT), 80. 
57 Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Cet Ke-2 (Yogyakarta: 
UII Press, 2006), 37. 
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b. Barang tersebut harus barang yang bergerak 

Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak 

apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke 

tempat lainya. 

c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat 

untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa 

barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. 

d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian 

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi 

pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab 

pencurian yaitu seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 

1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab 

itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan 

ekonomi pada suatu dan tempat. 

3. Harta yang dicuri adalah milik orang lain 

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya 

dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu 

merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini 

yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan 

pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan 

demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti 
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benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap 

sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.58 

4. Berniat melawan hukum  

Niat melawan hukum terpenuhi jika pelaku mengambil 

sesuatu, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut 

hukumnya haram. Dan juga, ia mengambil barang tersebut secara 

diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin korban.59 

 

E. Perampokan (Al- Hira<bah)  

Secara harfiyah, hirabah pada umumnya cenderung mendekati 

pengertian pencuri. Perbedaannya adalah jika pencuri mengambil 

barang orang lain secara diam-diam. Sedangkan perampokan atau 

hirabah mengambil barang orang lain secara anarkis. Misalnya 

merampok dengan cara mengancam atau menakut-nakuti orang.60 

Hirabah atau perampokan dapat dilakukan baik secara 

kelompok ataupun perorangan/ individu yang mempunyai 

kemampuan untuk melakukannya. Imam Abu Hanifah dan Imam 

Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku hirabah harus memiliki atau 

menggunakan senjata atau alat lain yang dapat digunakan sebagai 

senjata, misalnya seperti tongkat, kayu atau batu. Sedangkan Imam 

                                                           
58 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 87. 
59 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) : Dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 289. 
60 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 69. 
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Malik, Imam Syafi’i, dan Zhahiriyah, serta Syi’ah Zaidiyah tidak 

mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup dengan memililki 

kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan menurut Imam Malik hanya 

cukup dengan menggunakan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa 

harus menggunakan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan 

menggunakan anggota badan tangan dan kaki.61 

Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku hirabah 

disyaratkan mukalaf, baligh dan berakal sesuai dengan persyaratan 

umum yang berlaku pada semua bentuk jari<mah. 

Dalam tindak pidana ini pelaku hirabah laki-laki dan perempuan 

dipandang sama. Apabila perempuan ikut serta dalam melakukan 

tindak pidana perampokan maka tetap harus dikenakan hukuman 

had. 

Persyaratan lain yang menyangkut jari<mah hirabah adalah 

mengenai harta yang diambil. Pada prinsipnya mengenai harta yang 

diambil sama dengan persyaratan harta pada jari<mah pencurian 

yaitu secara global harta yang diambil harus tersimpan, milik orang 

lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nisab.62 

Selain itu, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan 

korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban 

perampokan adalah orang yang maksum addam, yaitu orang yang 

dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh Islam. orang tersebut 
                                                           
61 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 96. 
62 Ibid., 97. 
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adalah orang muslim dan Dzimmi. Orang Islam dijamin karena 

keislamannya sedangkan kafir dzimmi dijamin karena berdasarkan 

perjanjian keamanan.63

                                                           
63 Ibid., 98. 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 
488/Pid.Sus/2019/PN.Dps 

 

F. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Perbankan  

Kasus di pengadilan negeri Denpasar tentang tindak pidana 

perbankan dengan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps dengan terdakwa I 

Wayan Parwanta pada rentang bulan Agustus 2015 sampai dengan tahun 

2017 bertempatan Bank Perkreditan Rakyat Adiartha Udianta Jalan Raya 

Sempidi No.45X Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung atau 

setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, 

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja 

menghilangkan atau tidak memasukan yang meyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan, transaksi 

rekening suatu bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 

49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 

1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
1
 

Bahwa terdakwa yang bertugas di bagian kredit atau account 

officer, terdakwa menerima uang dari saksi untuk pembayaran kreditnya, 

uang tersebut tidak di setorkan ke Bank terhitung mulai dari bulan Agustu 

2015 sampai bulan Juli 2017 sebanyak 33 kali ansuran dengan jumlah 

                                                           
1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 
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sebesar Rp. 349.374.053 (tiga ratus empat pulu sembilan juta tiga ratus 

tujuh puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga pihak bank tidak 

memasukan dan tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan, dengan 

tidak disetorkannya uang tersebut mengira bahwa seolah menjadi 

keterlambatan dalam pembayaran kredit oleh saksi A.A Putu Kartika Adi, 

lalu atas permintaan tersangka oleh admin kredit melakukan pemindahan 

bukuan atau pendebitan dari rekening tabungan saksi A.A. Putu Kartika 

Adi yang meurut terdakwa sudah mendapatkan persetujuan dari saksi 

bahwa terdakwa menutupi perbuatanya dengan memberikan bukti 

pembayaran kredit berupa kwintasi pembayaran angsuran kredit yang 

didapatkan dari admin kredit kepada saksi.
2
 

 

G. Keterangan Saksi-Saksi  

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti keterangan yang 

secara langsung mengalami, melihat, dan mendengar sendiri secara 

langsung tindak pidana yang terjadi maka keterangan saksi sangatlah 

penting dalam suatu pembuktian.
3
 

Saksi I Gusti Ngurah Gede Budiawan Se, I Made Darmayasa, I 

Komang Arsana, Ni Komang Vera Artha Naftali Kang, S.Si memberikan 

keterangan bahwa para saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena 

adanya perbuatan penggelapan dana nasabah saksi mengetahui terdakwa 

                                                           
2 Ibid., 7 
3 Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, Jangan Panik jika Terjerat Kasus Hukum  (Jakarta: Raih 
Asa Sukses, 2011), 54. 
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tidak memasukkan transaksi pembayaran kredit setelah adanya laporan 

nasabah A.A. Putu Kartika Adi yang mengatakan bahwa saldo 

tabungannya berkurang karena dipotong untuk pembayaran kredit padahal 

setiap bulan selalu membayar setelah mendapat laporan tersebut, 

dilakukan diskusi dengan audit dan nasabah untuk menyisir atas perbuatan 

terdakwa yang tidak melaporkan pembayaran kredit yang telah dilakukan 

oleh nasabah tersebut. Terdakwa bisa melakukan perbuatanya karena 

terdakwa adalah karyawan di PT BPR Adiartha Udiana sebagai Account 

Officer yang bertugas melakukan pemasaran kredit bank. Apa bila nasabah 

tidak dapat melakukan pembayaran di kantor, maka bagian Account 

Officer dapat mendatangi nasabah dan menerima uang setoran nasabah 

yang kemudian disetorkan ke bank untuk diinput ke dalam sistem bank. 

Cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa menerima uang 

angsuran yang disetorkan nasabah namun setelah uang diterima, uang 

tersebut tidak disetorkan ke teller bank, melainkan uang tersebut di 

pergunakan untuk keperluan pribadinya, setelah itu terdakwa melakukan 

pemindahan bukuan dari rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah. 

Bahwa kerugian nasabah A.A Putu Kartika Adi yaitu Rp. 369.582.000, 

(tigaratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu) 

ditambah bunga sebesar Rp. 10.568.653, (sepuluh juta lima ratus enam 

puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga) sehingga totalnya menjadi 
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Rp. 380.150.653, (tiga ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu 

enam ratus lima puluh tiga rupiah).
4
  

 

H. Barang Bukti 

Adapun barang bukti yang telah diajukan ke dalam persidangan 

yaitu sebanyak 42 barang bukti, yaitu:
5
 

1. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 28/9/2015 nominal penarikan Rp. 7.334.250.- (tujuh 

juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah); 

2. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 31/8/2015 nominal penarikan Rp. 7.427.150.- (tujuh 

juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah); 

3. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 30/12/2015 nominal penarikan Rp. 13.000.000.- 

(tiga belas juta); 

4. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 29/01/2016 nominal penarikan Rp. 10.829.750.- 

                                                           
4 Keterangan Saksi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps. 
10. 
5 Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps 2-6. 
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(sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah); 

5. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 29/01/2016 nominal penarikan Rp. 7.116.700.- 

(tujuh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah); 

6. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 01/03/2016 nominal penarikan Rp. 10.743.800.- 

(sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); 

7. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 28/03/2016 nominal penarikan Rp. 10.640.600.- 

(sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah); 

8. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 28/03/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- 

(tujuh juta rupiah); 

9. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 15/04/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- 

(tujuh juta rupiah); 
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10. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 15/04/2016 nominal penarikan Rp. 10.332.700.- 

(sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah); 

11. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 17/05/2016 nominal penarikan Rp. 10.010.000.- 

(sepuluh juta sepuluh ribu rupiah); 

12. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 27/05/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- 

(tutuh juta rupiah); 

13. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 24/06/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- 

(tujuh juta rupiah); 

14. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 24/06/2016 nominal penarikan Rp. 10.318.650.- 

(sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh 

rupiah); 

15. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 
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tanggal transaksi 22/07/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- 

(jutuh juta rupiah); 

16. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 22/07/2016 nominal penarikan Rp. 10.200.100.- 

(sepuluh juta dua ratus ribu seratus rupiah); 

17. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 30/08/2016 nominal penarikan Rp. 10.181.200.- 

(sepuluh juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah); 

18. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 30/08/2016 nominal penarikan Rp. 7.000.000.- 

(tujuh juta rupiah); 

19. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 13/09/2016 nominal penarikan Rp. 16.354.500.- 

(enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah); 

20. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 14/10/2016 nominal penarikan Rp. 16.280.600.- 

(enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah); 
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21. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 23/11/2016 nominal penarikan Rp. 16.350.250.- 

(enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh 

rupiah); 

22. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 27/12/2016 nominal penarikan Rp. 9.791.000.- 

(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

23. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 27/12/2016 nominal penarikan Rp. 6.418.000.- 

(enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); 

24. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 26/01/2017 nominal penarikan Rp. 16.146.800.- 

(enam belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah); 

25. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 24/02/2017 nominal penarikan Rp. 15.952.650.- 

(lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima 

puluh rupiah); 
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26. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 23/03/2017 nominal penarikan Rp. 9.535.600.- 

(sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah); 

27. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 03/04/2017 nominal penarikan Rp. 30.776.600.- 

(tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah); 

28. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 26/04/2017 nominal penarikan Rp. 15.472.900.- 

(lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus 

rupiah); 

29. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 23/05/2017 nominal penarikan Rp. 9.365.350.- 

(sembilan juta tiga ratus eman puluh lima ribu tiga ratus lima puluh 

rupiah); 

30. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 31/05/2017 nominal penarikan Rp. 5.968.350.- (lima 

juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh 

rupiah); 
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31. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 27/06/2017 nominal penarikan Rp. 15.213.700.- 

(lima belas juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah); 

32. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 07/07/2017 nominal penarikan Rp. 16.715.700.- 

(enam belas juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah); 

33. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan umum dengan nomor 

rekening 03.10.00083 atas nama Anak Agung Putu Kartika Adi 

tanggal transaksi 17/07/2017 nominal penarikan Rp. 9.105.100.- 

(sembilan juta seratus lima ribu seratus rupiah); 

34. 1 (satu) buah buku tabungan umum nomor rekening 03.10.00083 

tanggal 10 Desember 2012 atas nama Aanak Agung Putu Kartika Adi; 

35. 5 (lima) lembar print out laporan Rekening Koran Tabungan umum 

PT.BPR Adiartha Udiana nomor reg. 03.10.00083 atas nama Aanak 

Agung Putu Kartika Adi periode 10 Desember 2012 s/d 08 Agustus 

2017; 

36. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Adiartha Udiana 

No.Kep : 034/X-AU/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang 

pengangkatan Karyawan Tetap I Wayan Parwanta; 
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37. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja I Wayan Parwanta sebagai 

Account Officer (AO) di PT. BPR Adiana no. 037/HRD-AU/X/2015 

tanggal 26 Oktober 2015; 

38. 1 (satu) lembar surat permohonan pengunduran diri sebagai karyawan 

di PT.BPR Adiartha Udiana tanggal 23 Juni 2917; 

39. 1 (satu) lembar surat pernyataan I Wayan Parwanta tanggal 04 

Agustus 2017; 

40. 3 (tiga) lembar perjanjian kredit 

No.08042/KKL/AUD/PST/10/02/2015 tanggal 10 Februari 2015; 

41. 3 (tiga) lembar perjanjian kredit 

No.08080/KKL/AUD/PST/17/03/2015 tanggal 17 Maret 2015; 

42. 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan tabungan tertanggal 10 Februari 

2015. 

Bahwa terdakwa melakukan pendebetan dari rekening nasabah 

tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan total uang nasabah yang 

didebet oleh Terdakwa yaitu Rp. 380.150.653 (tiga ratus delapan puluh 

juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). 

 

I. Keterangan Terdakwa 

Bahwa terdakwa I Wayan Parwanta telah menggelapkan dana 

nasabah pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 

bertempat Bank Perkereditan Rakyat Adiartha Udiana Jalan Raya Sempidi 

No. 45X Kec. Mengwi, Kabupaten Badung. Sebanyak 33 kali angsuran 
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dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.349.374.053. (tiga ratus empat 

puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh tiga 

rupiah) sehingga pihak bank tidak memasukan atau tidak melakukan 

pencatatan dalam pembukuan bank, dengan tidak disetorkanya uang 

tersebut seolah olah terjadi keterlambatan pembayaran kredit saksi A.A. 

Putu Kartika Adi selanjutnya atas permintaan terdakwa admin kredit 

melakukan peminda pembukuan dari rekening tabungan saksi A.A. Putu 

Kartika Adi untuk pembayaran kredit saksi A.A. Putu Kartika Adi dan 

terdakwa mengatakan kepada admin kredit bahwa hal tersebut sudah 

mendapatkan persetujuan dari saksi untuk menutupi perbuatannya 

terdakwa memberikan bukti pembayaran kredit berupa kwitansi 

pembayaran angsuran kredit yang didapat dari admin kredit kepada saksi 

A.A. Putu Kartika Adi.
6
 

 

J. Pertimbangan Hukum Hakim 

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan 

persidangan, maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak 

pidanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dan Majelis Hakim 

memilih dakwaan alternatif pertama yakini Pasal 49 ayat (1) huruf b 

Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

                                                           
6 Keterangan Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 
488/Pid.Sus/2019/PN.Dps.8. 
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telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
7
 

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank 

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu 

subunsur telah terpenuhi, maka tidak mengharuskan subunsur lainnya 

untuk terpenuhi. 

Yang dimaksud dengan pegawai bank sendiri sebagaimana 

ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu semua pejabat dan 

karyawan. 

2. Dengan Sengaja 

Yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu sikap batin Terdakwa 

yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en 

wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan 

sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut 

dan/atau mengetahui akibatnya. 

3. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank 

                                                           
7 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps.18. 
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Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu 

subunsur telah terpenuhi, maka tidak mengharuskan subunsur lainnya 

untuk terpenuhi; 

Yang dimaksud pencatatan adalah suatu proses kegiatan 

mengolah data keuangan (input) agar menghasilkan informasi 

keuangan (output) yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang 

bersangkutan; 

Yang dimaksud dengan pembukuan adalah tempat melakukan 

pencatatan segala sesuatu baik secara manual maupun digital terkait 

transaksi keuangan dalam sistem suatu bank; 

Yang dimaksud dengan laporan maupun dokumen adalah 

semua alat yang mendukung pencatatan dalam pembukuan suatu 

bank, termasuk kwitansi, slip setoran/slip penarikan dan juga surat-

surat terkait transaksi perbankan. 

 

K. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan  

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membuat 

berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank dan perbuatan 

terdakwa merugikan PT. BPR Adiartha Udiana. 

Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap 

sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji 
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tidak akan meengulangi lagi perbutannya serta terdakwa belum pernah di 

hukum.
8
 

 

L. Amar Putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan 

sebagai berikut:
9
 

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Parwanta di atas terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBANKAN” 

sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum. 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) 

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar 

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdawa 

dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan agar Terdakwa te.tap ditahan. 

5. Menetapkan barang buktiyang telah disebutkan di atas.

                                                           
8 Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps, 
27. 
9 Amar Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps, 27. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN 
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps  
 

M. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps 

Tentang Tindak Pidana Perbankan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memutus perkara ialah 

kesimpulan atas fakta hukum yang dapat meringankan atau 

memberatkan pelaku.setiap Hakim wajib menyampekan pertimbangan 

ataupun pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisakan dari putusan. Untuk itu Hakim 

dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus memahami 

nilai-nilai hukum yang berlaku secara bebas, namun harus berdasarkan 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jelas bagi seorang Hakim 

bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan 

orang lain, yang artinya objektivitas Hakim menjadi kendali atas 

putusan.1 

Seorang Hakim memang diberikan kebebasan dalam memutus 

suatu perkara akan tetapi kebebasan Hakim tidak boleh terlepas dari 

unsur tanggung jawabnya. dalamPasal 50 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan 

                                                           
1
 Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana  (Yogyakarta: Arti Bumi 

Intaran, 2019), 57. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 

 

 

bahwa “putusan pengadilan selain hrus memuat alasan dan dasar 

putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perunang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili.2 

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan juga 

dapat dijadikan sebagai analisis untuk melihat bagaimana putusan yang 

dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah di 

tentukan, Karena jika putusan Hakim tidak sesuai dengan tujuaan 

pemidanaan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Maka akan 

berdampak negatif terhadap proses pemberantasan kejahatan dalam 

lingkungan masyarakat, selain itu hukuman yang dijatuhkan tidak 

membawa manfaat bagi pelaku. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang tindak pidana perbankan dengan 

terdakwa I Wayan Parwanta ada pertimbangan Hakim dalam memutus 

perkara ini, yaitu perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur 

dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Menghilangkan atau tidak 

memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”. Yang 

                                                           
2
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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mana hukuman yang dapat dijatuhkan jika melanggar atau memenuhi 

unsur-unsur dalam pasal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) 

huruf c. 

“Mengubah, menghamburkan, menyembunyikan, menghapus 
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuaan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank, atau dengan sengaja mengubah, menghamburkan, 
menghilangkan, menyembuyikan atau merusak catatan 
pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-
sekurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).” 

 
Dalam putusan pengadilan 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang 

perbankan yang dilakukan oleh Wayan Purwanta Majelis Hakim 

mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur 

tersebut yaitu: 

1. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 49 ayat (1) 

Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  

a. Unsur pertama, “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau 

Pegawai Bank”. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah pegawai 

bank yaitu semua pejabat dan karyawan, yang mana terdakwa 

sebagai Account Officer (AO). 

b. Unsur kedua, “Dengan Sengaja” yaitu sikap batin Terdakwa 

yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens 

en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan 

dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi 
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tindakan tersebut dan/atau mengetahui akibatnya, terdakwa 

melakuakan perbuatanya dengan cara menerima uang 

pembayaran kredit dari nasabah Anak Agung Putu Kartika Adi, 

kemudian uang pembayaran tersebut tidak terdakwa laporkan 

ke PT. BPR Adiartha Udiana.  

c. Unsur ketiga, “Tidak Memasukkan atau Menyebabkan Tidak 

Dilakukannya Pencatatan Dalam Pembukuan atau Dalam 

Laporan, Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan 

Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank”. 

Yang dimaksud pencatatan adalah suatu proses kegiatan 

mengolah data keuangan (input) agar menghasilkan informasi 

keuangan (output) yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi 

yang bersangkutan; 

Yang dimaksud dengan pembukuan adalah tempat 

melakukan pencatatan segala sesuatu baik secara manual 

maupun digital terkait transaksi keuangan dalam sistem suatu 

bank; 

Yang dimaksud dengan laporan maupun dokumen 

adalah semua alat yang mendukung pencatatan dalam 

pembukuan suatu bank, termasuk kwitansi, slip setoran/slip 

penarikan dan juga surat-surat terkait transaksi perbankan. 
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Oleh karenanya, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa 

tersebut, Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara 

pidana dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan di 

persidangan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan 

alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan 

pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa 

haruslah dihukum karena kesalahannnya. 

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa 

Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya hal 

yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum 

mengambil keputusan dan menjatuhkan pidana, yaitu: 

a. Hal yang memberatkan 

1) Terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan 

masyarakat kepada Bank 

2) Terdakwa merugikan PT. BPR Adiartha Udiana. 

b. Hal yang meringankan 

1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan 

2) Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak 

akan mengulangi lagi perbuatanya 

3) Terdakwa belum pernah dihukum 

Pertimbangan tersebut seperti yang tertera pada KUHAP pasal 75 

ayat 1 (satu) telah sesuai dalam unsurnya. 

a. Pemeriksaan tersangka  
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b. Penangkapan  
c. Penahanan  
d. Penggeledahan  
e. Pemasukan rumah  
f. Penyitaan benda  
g.  Pemeriksaan surat  
h. Pemeriksaan saksi  
i. Pemeriksaan di tempat kejadian  
j. Pelaksanaan penetapaan dan putusan pengadilan  
k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang.3 
3. Barang bukti di persidangan 

       Bahwa Terdakwa melakukan pendebetan dari rekening nasabah 

sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan total uang nasabah yang 

didebet oleh Terdakwa yaitu Rp. 380.150.653 (tiga ratus delapan 

puluh juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). 

4. Hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama 

dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) 

Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998. 

5. Dalam putusan perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar 

Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah), subsidair 6 (enam) 

bulan kurungan. 

Dari beberapa uraian tersebut, Penulis mempunyai 

pendapat setelah meninjau lebih dalam perkara ini dalam 

                                                           
3
 Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 
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menjadikan dasar pertimbangan, majelis Hakim tidak berpedoman 

pada asas legalitas, yang mana salah satu aspek dari asas legalitas 

menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain 

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Artinya seluruh proses 

pidana, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan 

haruslah berdasarkan undang-undang.4 

Terdakwa atau pelaku yang melakukan kejahatan tindak 

pidana perbankan, dalam kasus ini yakni karyawan bank yang 

dengan pekerjaannya tersebut telah memanipulasi data dan 

menipu nasabah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang 

didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

sebagaimana isi pasal: 

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank 
yang dengan sengaja: 
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 
dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun 
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank; 
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau 
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau 
rekening suatu bank; 
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, 
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan 

                                                           
4 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana (Yogyakarta: 
Universitas Gadjah Mada, 2014), 9-10. 
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dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank, 
atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, 
menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 
pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).” 

 
Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa unsur pidana 

yang dilanggar oleh Terdakwa mengacu pada pasal di atas yang 

mana hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun. Namun, di sini 

Hakim memutus hukuman kepada Terdakwa dengan pidana 4 

(empat) tahun penjara yang artinya putusan Hakim satu tahun 

lebih banyak dari ancaman pidana minimal dalam undang-undang 

perbankan.  

Jadi, penerapan hukuman bagi Terdakwa I Wayan 

Parwanta dalam Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Dps 

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun telah kurang dari 

batas minimum ketentuan yang ada dalam Pasal yang dijatuhkan 

kepada Terdakwa sendiri. 

Ancaman pidana minimal pada umumnya dijatuhkan 

apabila tidak ada sama sekali keadaan yang memberatkan dari diri 

Terdakwa, namun dalam persidangan telah dipaparkan mengenai 

hal yang memberatkan Terdakwa yaitu I Wayan Parwanta, yakni 

perbuatan terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan 
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masyarakat kepada bank dan perbuatan terdakwa merugikan PT. 

BPR Adiartha Udiana. Terlebih dalam putusan ini terdakwa 

dikenakan pidana penjara satu tahun lebih sedikit dari ancaman 

pidana minimal dalam pasal yang dikenakan kepada terdakwa I 

Wayan Purwanta. 

Hal tersebut seharusnya menjadi alasan Terdakwa I Wayan 

Purwanta dihukum dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. Karena tujuan penghukuman sendiri adalah 

sebagai pencegahan, maka besar kecilnya hukuman harus 

sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak 

boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya dan dengan 

demikian, maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan 

hukuman.5 

 

N. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 

Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps Tentang Tindak Pidana Perbankan 

Kasus dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 

488/Pid.Sus/2019PN.Dps, Terdakwa yang bernama I Wayan 

Parwanta dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan melanggar 

hukum, yaitu melakukan tindak pidana perbankan. Kasus perbankan 

dalam penelitian ini dilakukan oleh karyawan bank terhadap nasabah.  

Dalam hukum pidana Islam, kasus ini dapat dihukumi jarimah ta’zir. 

                                                           
5 Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 256. 
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Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara jelas 

atau membahas secara khusus terkait kasus perbankan seperti halnya 

permasalahan dalam penelitian yang Penulis kaji, yaitu terdakwa 

dalam hal ini adalah karyawan bank yang melakukan tindak pidana 

dengan cara menghilangkan atau tidak memasukkan atau 

menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau 

dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, 

laporan transaksi atau rekening suatu bank. Akan tetapi, bukan 

berarti bahwa tidak ada ketentuan yang dijadikan landasan untuk 

melarang tindak pidana perbankan seperti di kasus tersebut. 

Kejahatan perbankan ini bisa termasuk ke dalam tindak pidana 

pencurian atau jari<mah sariqah. Dalam jari<mah sariqah sendiri 

memilik empat unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil secara 

sembunyi-sembunyi, yang diambil harus berupa (bernilai) harta, 

harta yang dicuri milik orang lain, dan berniat melawan hukum. 

Namun, dalam tindak perbankan ada salah satu unsur 

jari<mah sariqah yang tidak terpenuhi yaitu mengambil harta secara 

sembunyi-sembunyi karena terdakwa mengambil harta atau uang 

tersebut bukan di tempat penyimpanannya melainkan dengan cara 

memalsukan pembukuan dari data keuangan bank, yakni terdakwa 

menerima uang nasabah dan memanipulasi data keuangan yang dia 

terima dari nasabah tersebut sebelum uang itu tersimpan di dalam 

bank.  
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Jadi, kejahatan perbankan ini bisa dikategorikan sebagai 

jarimah hirabah karena dalam jarimah hirabah sendiri juga terdapat 

unsur pengambilan barang secara diam-diam dan sembunyi-

sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan 

dalam kasus ini adalah pegawai bank yang punya kewenangan atau 

bertugas mencatat segala laporan kegiatan usaha dan ia 

menyalahgunakan pekerjaannya tersebut yang menyebabkan 

kerugian terhadap nasabah (korban).6 

Tapi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ialah 

hukuman penjara dan jari<mah ta’zi<r, karena unsur jari<mah had 

tidak terpenuhi dan adanya unsur yang masih dianggap syubhat.  

Yang mana hukuman ta’zi<r sendiri seperti yang telah 

dijelaskan dalam bab dua di penelitian ini, yaitu hukuman atas 

tindakan pelanggaran yang tidak diatur dalam hukum had. Semua 

yang belum ditetapakan kadar sanksinya oleh syar’i, maka sanksinya 

diserahkan kepada penguasa atau hakim baik penentuan maupun 

pelaksanaanya.7 

Berdasarkan unsur-unsur jari<mah, dapat diterangkan dari 

kasus tindak pidana perbankan dalam kasus ini, yaitu: 

1. Unsur Formal atau Rukun Syar’i yang dimaksud adanya nash atau 

ketentuan yang menunjukkan sebagai jari<mah yaitu adanya 

                                                           
6 Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93. 
7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004), 19. 
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

dibuat oleh Negara untuk mengatur tentang perbankan. Maka, 

unsur formal pada kasus ini terpenuhi.  

2. Unsur Material atau Rukun Maddi yang dimaksud bahwa adanya 

perilaku yang membentuk jarimah atau perbuatan yang melawan 

hukum. Yaitu tindakan pelaku yang memanipulasi data keuangan 

bank dengan mengambil uang dari nasabah dengan 

menyalahgunakan tugasnya sebagai karyawan bank yang hasilnya 

untuk kepentingan pribadi. Tindakan pelaku tersebut memenuhi 

unsur material karena perilaku pelaku yang melanggar ketentuan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Maka, 

unsur material pada kasus ini terpenuhi. 

3. Unsur Moral atau Rukun Adaby yang dimaksud bahwa yang 

melakukan jarimah haruslah mempunyai niat dan orang yang 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini 

menyangkut kepada orang yang berakal, orang yang telah baligh, 

dapat memahami hukum, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). 

Dalam kasus ini yakni terdakwa yang merupakan orang yang telah 

baligh, berakal, dan dapat memahami hukum. Maka, unsur moral 

dalam kasus ini pun terpenuhi.  

Berdasarkan macam-macam jari<mah ta’zi<r, dapat dijelaskan 

dari hak yang dilanggar dalam jari<mah ta’zi<r dalam perkara 

pencurian uang nasabah dengan menyalahgunakan pekerjaan, 
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menurut penulis terdapat dalam jarimah ta’zi<r yang menyinggung 

hak individu, yakni termasuk ke dalam perbuatan penipuan terhadap 

orang lain yang dalam kasus ini adalah nasabah bank. Oleh karena itu, 

menurut hukum pidana Islam dalam tindak pidana perbankan ini, 

sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim, berupa sanksi yang 

berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. 

Pidana sariqah merupakan hukum Allah yang ditetapkan dalam 

Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ umat islam. Ketentuan sanksi pidana sariqah 

dalam Al-Qur’an Allah menyuruh muslim untuk menjaga dan 

memlihara harta manusia. Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam 

sariqah, maka cakupan makna dari sariqah tidak meliputi tentang 

pencurian kecuali dengan adanya penjelasan-penjelasan lain. Dalam 

syariah bisa dikatakan konsep saiqah ialah hanya garis-garis pokok 

yang berisi tentang: 

1. Perlakuan yang sama kepada pelaku kejahatan sariqah 

2. Hukuman potong tangan bagi pelanggar sariqah 

3. Kadar nishab untuk dilakukannya had. 

Dalam sanksi ini, ada dua jenis hukuman yakni hukuman 

penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara terbagi menjadi 

dua yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman 

penjara yang tidak dibatasi waktunya.8 Jika dikaitkan dengan kasus 

                                                           
8 M. Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqih Jinayah  (Jakarta: Amzah, 2013), 153. 
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ini, terdakwa I Wayan Parwanta dijatuhi dengan hukuman penjara 

terbatas karena lama waktunya ditentukan oleh majelis hakim. 

Maka, penulis menyimpulkan bahwa hukuman ta’zi<r terhadap 

pelaku tindak pidana perbankan adalah hukuman penjara terbatas, 

seperti dalam kasus ini yakni selama 4 (empat) tahun penjara. Di 

samping itu juga, Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 

dengan denda senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 

Lalu hukuman ta’zi<r terhadap pelaku tindak pidana 

perbankan dalam kasus ini ialah ta’zi<r yang berkaitan dengan harta 

yang bagian Al-tamlik (memilikinya), yaitu berupa pemilikan harta 

pelaku atau bisa juga dengan hukuman denda yang dijatuhkan oleh 

Hakim karena akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps Majelis hakim menjatuhkan putusan 

kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Dengan 

pertimbangan hakim dalam pasal 49 ayat 1 (satu) huruf b hal yang 

memberatkan terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan 

masyarakat kepada bank dan perbuatan terdakwa merugikan PT. 

BPR Adiartha Udiana dan hal yang meringankan terdakwa 

bersikap sopan di persidangan terdakwa mengakui dan menyesali 

serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya dan 

terdakwa belum pernah dihukum, namun putusan tersebut 

dianggap kurang sesuai menurut Undang-undang khusus yang 

telah diberlakukanya, dalam pertimbangan Hakim yang 

menggunakan aturan yang dijadikan dasar dalam memutus 

perkara yang kurang dari batas minimal dalam pasal yang 

dijatuhkan yaitu pasal 49 ayat 1 (satu) huruf b Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. 
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2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus putusan 

Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps dalam hukum pidana Islam 

tidak disebutkan secara jelas hukuman bagi pelaku tindak pidana 

perbankan, dalam sariqoh itu ada beberapa unsur yang tidak 

terpenuhi jadi tidak bisa jatuhi hukuman hudud, lalu di hirabah 

juga ada unsur yang tidak terpenuhi maka tidak bisa dijatuhi 

hukuman hudud. Maka dari itu hukuman untuk tindak pidana 

perbankan ini termasuk ranah hukum ta’zi<r, yakni sanksi ta’zi<r 

yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu dalam putusan Nomor 

488/Pid.Sus/2019/PN.Dps menjatuhkan hukuman penjara selama 

4 (empat) tahun dan sanksi ta’zi<r yang berkaitan dengan harta 

yang dalam putusan ini Hakim menjatuhkan denda kepada 

Terdakwa senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait 

kasus yang diteliti, antara lain: 

1. Untuk para penegak hukum terutama Hakim yang melakukan 

tugas sebagai pemutus perkara, alangkah lebih baiknya dalam 

mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis 

dan bijaksana serta memperhatikan adanya asas legalitas. 

Sebaiknya, Hakim tidak menjatuhkan pidana kurang dari 
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ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang karena 

dalam putusan ini, Hakim memutus kurang dari batas minimum 

dari ancaman hukuman yang terdapat dalam undang-undang yang 

berlaku. 

2. Untuk semua yang terlibat dalam pelayanan di bank, hendaknya 

berpartisipasi serta mencegah secara aktif segala bentuk tindak 

pidana perbankan yang dilakukan terhadap nasabah karena 

kejahatan tersebut terbilang sangat merugikan keuangan korban 

dan dapat berdampak negatif terhadap nama baik bank sendiri. 

Pihak bank pun hendaknya meningkatkan pelayanan yang bagus 

dengan merekrut karyawan atau pegawai bank yang jujur agar tak 

terjadi kecurangan atau kejahatan yang terjadi di dalam bank demi 

keamanan bersama, baik bank maupun nasabah.  
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